GGANTIA AMARWAKTUANGGOTABADANPEMJST
'NAGARI SUNGAI TUNU UTARA KECAMATAN RANAH PESISIR
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2027

L BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Anggota Bamus Nagari Sungai Tunu Utara
Kecamatan Ranah Pesisir dari unsur Bundo f-
Kanduang  berhalangan  tetap  dikarenakan .
meninggal dunia, yang dibuktikan dengan Surat A
' Keterangan = Meninggal = Dunia Nomor  : e i
140/56/S.Ket/PN-STU/VI-2023 tanggal 13 Juni
2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai
Tunu Utara, perlu dilakukan pergantian;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat o
(1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 |
Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan ‘
Nagari, anggota Bamus Nagari yang berhenti antar
waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari
nomar urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan
anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat
Pemerintahan Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

\ menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian

N ) Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan

' Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir
Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027;

Mengingat : | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam ol
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah i
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 )
Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1I
Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
, 12 'l‘ahun 1956 tentang Bembenm Daerah
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140/694/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengesahan
mm Permusyawara an

. ey, "'I:-t' 'I"[—r

e

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran %
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, ;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
Nomor 6321); -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun |
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 4
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
2 Tahun 2016 tentang Nagari;
PeramranBupaﬁPesiairScthmnor%Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

Lik, ot
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